
MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK I N D O N ESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 185/PMK.06/2014 

TENTANG 

PENILAIAN BARANG JAMINAN DAN/ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN 
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN 

PIUTANG NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka mengetahui nilai barang jaminan 
dan/ atau harta kekayaan lain milik penanggung 
hutangjpenjamin hutang dalam pengurusan piutang negara 
oleh Panitia Urusan Piutang NegarajDirektorat Jenderal 
Kekayaan Negara, telah diterbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 180/ PMK.06/2009 tentang Penilaian 
Barang Jaminan Da11j Atau Harta Kekayaan Lain Dalam 
Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan 
Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan 
kebutuhan serta praktik pelaksanaan penilaia11, perlu 
melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 180/ PMK.06/2009 tentang Penilaian 
Barang J aminan Dan/ A tau Harta Kekayaan Lain Dalam 
Rangka Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan 
Piutang NegarajDirektorat Jenderal Kekayaan Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penilaian Barang Jaminan 
Dan/ Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan 
Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang 
Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

2.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan," Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan. Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah teral(hir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2 5); 

3. Peraturan. Menteri Keuangan Nomor 2/ PMK.06/2014 
tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara; 

MEMUTUSKAN. . . . .  l 
��r 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN 
BARANG JAMINAN DAN/ ATAU HARTA KEKAYAAN LAIN DALAM 
RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA 
URUSAN PIUTANG NEGARA/ DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN NEGARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang climaksud dengan: 

1 .  

2 .  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang clilakukan oleh 
penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang clidasarkan 
pacla data fakta yang objektif dan relevan dengan 
menggunakan metodejteknik tertentu atas objek tertentu 
pada saat tanggal penilaian. 

Barang J aminan adalah harta kekayaan milik Penanggung 
Hutang clan/ atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai 
jaminan penyelesaian hutang. 

Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik 
Penanggung Hutang yang tidak diikat sebagai jaminan 
hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang. 

Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jencleral 
Kekayaan Negara, yang selanjutnya clisebut Penilai 
Direktorat Jenderal, aclalah penilai Pegawai Negeri Sipil eli 
lingkungan Direktorat Jencleral yang cliangkat oleh kuasa 
Menteri, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
untuk melakukan Penilaian secara indepenclen. 

Penilai Eksternal aclalah penilai selain Penilai Direktorat 
Jencleral, yang mempunyai izin praktik Penilaian clan 
menjacli anggota asosiasi Penilaian yang cliakui oleh 
Kementerian Keuangan. 

Menteri aclalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya 
disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I eli 
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan clan 
standardisasi teknis eli biclang kekayaan negara, piutang 
negara, dan lelang. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya 
clisebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit 
eselon I eli lingkungan Kementerian Keuangan yang 
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 
kebijakan dan stanclardisasi teknis eli bidang kekayaan 
negara, piutang negara, dan lelang. 

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah 
Jenderal. 

pada Direktorat 

10. Kantor ..... � f. 
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10. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal. 

11. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib clibayar 
kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian 
atau sebab apapun. 

12. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya clisingkat 
PUPN, adalah panitia interclepartemental yang bertugas 
mengurus Piutang Negara sebagaimana climaksucl· dalam 
Unclang-Unclang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara, tercliri atas PUPN Pusat dan PUPN 
Cabang. 

13. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga 
Negara, Komisi Negara, atau Badan Usaha Milik Negara 
( BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang 
menyalurkan dana yang berasal dari lnstansi Pemerintah 
melalui pola channeling atau risk sharing, yang 
menyerahkan pengurusan Piutang Negara. 

14. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang 
berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab 
apapun, termasuk baclan atau orang yang menjamin 
penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang. 

15. Penjamin Hutang aclalah baclan atau orang yang menjamin 
penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung 
Hutang. 

16. Nilai Pasar aclalah perkiraan jumlah uang pada tanggal 
Penilaian, yang clapat diperoleh dari transaksi jual beli atau 
hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang 
berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, 
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya 
dilal{ukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana 
kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti 
tersebut, bertindak hati-hati, clan tanpa paksaan. 

17. Lelang aclalah penjualan barang eli muka umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

18. Penjualan Tanpa Melalui Lelang adalah penjualan barang 
yang dilakukan oleh Penanggung Hutang atau Penjamin 
Hutang dengan persetujuan PUPN Cabang. 

19. Nilai Likuidasi aclalah nilai properti yang dijual melalui 
Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya. 

20. Nilai Pembebanan aclalah nilai yang tercantum clalam akta 
hipotik/ credietverbandjhak tanggungan/fidusia. 

21. Penebusan aclalah pembayaran yang dilakukan oleh 
Penjamin Hutang untuk mengambil kembali Barang 
Jaminan. 

22. Basis Data aclalah kumpulan data dan informasi penclukung 
lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Jaminan 
clan/ atau Harta Kekayaan Lain yang clisimpan clalam media 
penyimpanan data. 

BAB II . . . . . ,:J:f 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Objek Penilaian 

Pasal 2 

Objek Penilaian meliputi Barang Jaminan clanjatau Harta 
Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang clanjatau Penjamin 
Hutang yang menjacli jaminan penyelesaian Piutang Negara yang 
cliurus oleh PUPN CabangjKantor Pelayanan. 

Bagian Keclua 
Tujuan Penilaian 

Pasal 3 

( 1 ) Penilaian Barang Jaminan clanjatau Harta Kekayaan Lain 
clilakukan clalam rangka: 

a. penjualan melalui Lelang; 

b. Penjualan Tanpa Melalui Lelang; 

c. Penebusan clengan nilai permohonan Penebusan eli 
bawah Nilai Pembebanan; clan/ atau 

d. keringanan hutang. 

(2) Penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) huruf a 
clilakukan clengan tujuan menentukan Nilai Pasar clan Nilai 
Likuiclasi. 

(3) Penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 )  huruf b, 
huruf c, clan huruf cl clilakukan clengan tujuan menentukan 
Nilai Pasar. 

{4) Dalam hal terclapat nilai Barang Jaminan clan/ atau Harta 
Kekayaan Lain yang berbecla dengan Nilai Pasar dan Nilai 
Likuiclasi, hasil Penilaian yang digunakan yaitu Nilai Pasar 
clan Nilai Likuiclasi sebagaimana dimal{sud pacla ayat (2) 
atau Nilai Pasar sebagaimana climaksucl pacla ayat (3). 

Pasal4 

Penilaian sebagaimana climaksucl clalam Pasal 3 ayat ( 1 ) 
clilal<:ukan clengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pengurusan Piutang Negara 
yang dilakukan oleh PUPN/ Direktorat Jenderal. 

BAB III 
SUBJEK PENILAIAN 

Pasal 5 

Penilaian Barang J aminan dan/ a tau Harta Kekayaan Lain 
clilal{ukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal. 

Pasal6 . . . . .  �.f 



MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 5 -

Pasal6 

Penilaian Barang Jaminan danjatau Harta Kekayaan Lain dapat 
dilakukan oleh Penilai Eksternal dalam hal: 
a. dibiayai oleh Penyerah Piutang; dan/ a tau 
b. terjadi kekurangan Penilai Direktorat Jenderal. 

Pasal 7 

Kepala Kantor Pelayanan membentuk Tim Penilai Direktorat 
Jenderal dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan. 

Pasal 8 

( 1) Tim Penilai Direktorat J enderal beranggotalcan dalam 
jumlah bilangan ganjil. 

(2) Tim Penilai Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 3 ( tiga) orang 
dengan 1 ( satu) orang sebagai ketua merangkap anggota. 

(3) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah Penilai Direktorat Jenderal. 

( 4) Anggota Tim Penilai Direktorat J enderal adalah Penilai 
Direktorat Jenderal clanjatau pegawai yang clianggap cakap 
untuk melakukan Penilaian. 

Pasal 9 

( 1) Dalam hal objek Penilaian beracla eli luar wilayah kerja Kantor 
Pelayanan tempat berkas kasus Piutang Negara clilalmkan 
pengurusan, pelal{sanaan Penilaian dilal{ukan clengan 
meminta bantuan secara tertulis kepacla Kantor Pelayanan 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek Penilaian berada. 

(2) Dikecualikan clari ketentuan sebagaimana climal{sucl pacla 
ayat ( 1), Penilaian dapat clilaksanal{an oleh Tim Penilai 
Direktorat Jencleral clari Kantor Pelayanan yang bersangkutan 
clalam hal objek Penilaian beracla eli kabupatenjkota yang 
berbatasan clengan wilayah kerja Kantor Pelayanan. 

(3) Penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) 
clilaksanakan clengan mempertimbangkan prinsip efisiensi 
clan efektivitas. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENILAIAN 

Bagian Kesatu 

Penugasan Pelaksanakan Penilaian 

Pasal 10 
( 1)  Tim Penilai Direktorat J encleral melaksanakan Penilaian 

berclasarkan surat tugas clari Kepala Kantor Pelayanan. 

(2) Surat. . .  .. � ( 
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(2) Surat tugas sebagaimana eli maksucl pacla ayat (1) 
cliclasarkan pacla permohonan Penilaian clari seksi teknis 
yang mempunyai tugas clan fungsi eli biclang pengurusan 
Piutang Negara atau permohonan bantuan Penilaian clari 
Kantor Pelayanan yang melakukan pengurusan berkas 
kasus Piutang Negara. 

(1) 

Pasal 11 

Kepala Kantor 
penggunaan Jasa 
Jencleral. 

Pelayanan mengajukan permohonan 
Penilai Eksternal kepacla Direktur 

(2) Permohonan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1)  
clisampaikan secara tertulis clisertai clengan pertimbangan 
penggunaan jasa Penilai Eksternal. 

Pasal 12 

(1) Direktur Jencleral memberikan persetujuan atau penolakan 
permohonan penggunaan jasa Penilai Eksternal secara 
tertulis kepacla Kepala Kantor Pelayanan. 

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (1) cliberikan oleh Direktur Jencleral 
setelah memperhatikan pertimbangan clari Direktur 
Penilaian clan Sekretaris Direktorat J encleral. 

(3) Pertimbangan sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) telah 
cliclasarkan pula pacla ketentuan sebagaimana climaksucl 
clalam Pasal 6. 

Pasal 13 

Penunjukan clan penugasan Penilai Eksternal clilalcsanakan 
berclasarkan ketentuan peraturan perunclang-unclangan. 

Bagian Keclua 

Proses Penilaian 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14 

Proses Penilaian meliputi: 

a. iclentifikasi permohonan Penilaian atau penugasan 
Penilaian; 

b. penentuan tujuan Penilaian; 

c. pengumpulan data clan informasi awal; 

d. survei lapangan; 

e. analisis .. . .. � f 
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e. analisis data; 

f. penentuan penclekatan Penilaian; 

g. simpulan nilai; dan 

h. penyusunan laporan Penilaian. 

Paragraf 2 

Iclentifikasi Permohonan Penilaian 
atau Penugasan Penilaian 

Pasal 1 5  

Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan iclentifikasi 
permohonan atau penugasan Penilaian, dengan cara melakukan 
verifikasi atas: 

a. kelengkapan data dan informasi yang disampaikan; clan 

b. kelayakan data dan informasi permohonan clan/ atau 
penugasan Penilaian. 

Paragraf 3 

Penentuan Tujuan Penilaian 

Pasal 16 

Tim Penilai Direktorat Jenderal menentukan tujuan Penilaian 
berdasarkan: 

a. permohonan atau penugasan Penilaian; clan 

b. ketentuan sebagaimana climaksud clalam Pasal 3. 

Paragraf 4 

Pengumpulan Data clan Informasi Awal 

Pasal 17 

Tim Penilai Direktorat Jencleral mengumpulkan data clan 
informasi awal yang clapat bersumber clari: 

a. permohonan clan/ atau penugasan Penilaian; 

b. pembahasan bersama clengan pemohon Penilaian; 

c. pendapat tenaga ahli; 

cl. clokumentasi aset terkait; 

e. survei penclahuluan; clan/ a tau 

f. berkas kasus Piutang Negara. 

Pasal 18 

Permohonan Penilaian berupa tanah danjatau bangunan 
clilengkapi clengan data clan informasi meliputi: 
a. tujuan Penilaian; 

b. dokumen . . .. . .?'/.f 
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b. dokumen legalitas; dan 
c. deskripsi objek Penilaian. 

Pasal 19 

(1) Data dan. informasi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 17 
untuk objek Penilaian selain tanah dan/ atau bangunan 
meliputi: 

a. tujuan Penilaian; clan 
b. cleskripsi objek Penilaian. 

(2) Dalam hal objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, Tim 
Penilai Direktorat Jenderal mengumpulkan data clan 
informasi se bagaimana climaksud pada ayat ( 1) clan fotokopi 
dokumen legalitas. 

Pasal 20 

Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf b antara lain: 
a. fotokopi sertipikat tanah; 
b. fotokopi akta jual beli; 
c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB); clanjatau 
d. surat keterangan tanah dan/ atau bangunan clari instansi 

yang berwenang. 

Pasal21 

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf c sekurang-kurangnya meliputi: 
a. lokasi; 
b. jumlah; dan 
c. luas biclang tanah dan/ atau bangunan. 

Pasal 22 

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud clalam Pasal 19 
ayat (1) hun1f b sekurang-kurangnya meliputi: 
a. lokasi; 

b. jumlah; dan 
c. spesifikasi. 

(1) 

(2) 

Paragraf 5 

Survei Lapangan 

Pasal23 

Tim Penilai Direktorat Jencleral melakukan survei lapangan. 

Survei lapangan sebagaimana climaksud pacla ayat (1) clapat 
dilakukan oleh paling seclikit 2 ( clua) orang anggota Tim 
Penilai Direktorat Jencleral. 

Pasal24 ... . � I 
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Pasal24 

Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dan/ atau 
informasi tambahan, melakukan peninjauan fisik, clan 
pengamatan lingkungan atas: 

a. objek Penilaian; atau 

b. objek Penilaian dan objek pembancling. 

Pasal2 5 

Untuk Penilaian tanah, data clan/ atau informasi tambahan 
sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 24 antara lain: 

a. rencana umum tata ruang; 

b. data transaksi atau keterangan harga; 

c. informasi ganti rugi atas pengaclaan tanah untuk 
kepentingan umum; 

d. data harga penjualan melalui Lelang; 

e. informasi harga transaksi clan/ atau penawaran; clan/ atau 

f. cleskripsi fisik tanah. 

Pasal26 

Data clan/ atau informasi tambahan sebagaimana climaksucl 
clalam Pasal 2 5  bersumber clari: 

a. Penyerah Piutang; 

b. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala DesajLurah, 
clan/ atau agen properti; 

c. pihak yang berwenang clan/ atau masyarakat yang 
menerima ganti rugi; 

d. Instansi Pemerintal1. terkait; 

e. media cetalc, media elektronik, media komunikasi, 
masyarakat sekitar, clan/ atau media lainnya; clan/ atau 

f. sumber data clan informasi lain yang cliyakini kebenarannya 
oleh Tim Penilai Direktorat J encleral. 

Pasal27 

Untuk Penilaian bangunan, data clan/ atau informasi tambahan 
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 24 antara lain: 

a. clenah konstruksi ban gun an (as built drawing); 

b. spesifikasi bangunan; 

c. cleskripsi fisik bangunan; 

d. tahun selesai clibangun clan tahun renovasijrestorasi; 

e. data stanclar harga satuan bangunan; dan/ atau 

f. rencana umum tata ruang danjatau rencana detail tata 
kota. 

Pas a! 28..... �, 
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Pasal 28 

Data danjatau informasi tambahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 bersumber dari: 

a. Penyerah Piutang, pemilik, pengguna, dan/ a tau pengelola 
bangunan; 

b. Instansi Pemerintah clan/ atau pihak terkait; clan/ a tau 

c. sumber data clan informasi lain yang cliyakini kebenarannya 
oleh Tim Penilai Direktorat J encleral. 

Pasal 29 

Untuk Penilaian selain tanah clan/ atau bangunan, data 
dan/ atau informasi tambahan sebagaimana climaksucl clalam 
Pasal 24 antara lain: 

a. spesifikasi teknis dari objek Penilaian atau clari objek 
Penilaian dan objek pembanding; dan 

b. konclisi umum dari objek Penilaian atau dari objek Penilaian 
clan objek pembancling. 

Pasal30 

Data dan/ atau informasi tambahan sebagaimana dimaksucl 
dalam Pasal 29 bersumber dari: 

a. Penyerah Piutang; 

b. pemilik, pengguna, clan/ atau pengelola objek Penilaian; 
danjatau 

c. sumber data clan informasi lain yang cliyakini kebenarannya 
oleh Tim Penilai Direktorat Jencleral. 

Pasal31 

Survei lapangan untuk Penilaian dalam rangka penjualan 
melalui Lelang clilakukan pula atas faktor risiko penjualan 
melalui Lelang yang berupa pengosonganjpenguasaan objek 
Penilaian. 

Pasal32 

Faktor risiko penjualan melalui Lelang berupa 
pengosongan / penguasaan o bj ek Penilaian se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 meliputi: 

a. tanah: 

1.  yang eli atasnya berdiri bangunan milik pihak ketiga; 
2. yang cligarapjclikelola oleh penggarapjpengelola resmi 

( clengan izin pemilik) danjatau penggarapjpengelola liar 
( tanpa izin pemilik); 

3. yang clikontrakkan clalam waktu tertentu; 

4. yang clisewakan terus-menerus; 

5. yang dikuasai secara tidak sah; 

b. bangunan . . . . .  
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b. bangunan: 
1. yang dihuni oleh Penanggung Hutang dan/ atau 

Penjamin Hutang; 
2. yang dihuni oleh pengontrak; 
3. yang dihuni secara tidak sah; 
4. yang dihuni secara sewa permanen; 
5. yang dihuni berdasarkan Surat Izin Penghunian ( SIP); 

c. tanah danjatau bangunan yang terdapat permasalahan 
hukum; dan/ a tau 

d. selain tanah clan/ atau bangunan: 

1.  yang clikuasai oleh Penanggung Hutang atau Penjamin 
Hutang; 

2 .  yang clikuasai oleh pihak lain; 
3. yang disewakan clalam waktu tertentu; 
4. yang disewakan terus-menerus. 

Pasal33 

Hasil survei lapangan clituangkan clalam berita acara surve1 
lapangan dengan format sebagaimana tercantum clalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal34 

(1) Dalam survei lapangan, Tim Penilai Direktorat Jenderal 
dapat tidak melakukan peninjauan fisik secara langsung 
dalam hal: 

a. keterbatasan akses dan transportasi; 
b. terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai 

keadaan kahar (force majeure); 

c. pihal{ yang menguasai objek Penilaian melakukan 
perlawanan; 

d. adanya pihak lain yang melakukan tindakan 
menghambatjmenghalangi; dan/ atau 

e. tidak terjaminnya keamananjkeselamatan. 

(2) Tim Penilai Direktorat Jenderal menyatalmn penyebab ticlak 
dapat dilakukannya survei lapangan sebagaimana 
dimaksucl pad a ayat ( 1) dalam be rita acara tidak clap at 
melakukan survei lapangan dengan format sebagaimana 
tercantum clalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Dalam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal ticlak clapat 
melakukan survei lapangan, Penilaian tidak dilanjutkan. 

Pasal 35..... (. 
�J' 
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Pasal3 5 

Tim Penilai Direktorat Jenderal melaporkan tidak clilanjutkannya 
Penilaian sebagaimana climaksucl clalam Pasal 34 ayat (3 ) kepacla 
Kepala Kantor Pelayanan melalui Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas clan fungsi eli biclang Penilaian. 

Paragraf 6 
Analisis Data 

Pasal36 

Data clan informasi yang cliperoleh, baik clari berkas permohonan 
danjatau penugasan, berkas kasus Piutang Negara, maupun 
pacla saat survei lapangan, cligunakan sebagai clasar untuk 
melakukan analisis. 

Pasal 3 7  

Faktor yang clipertimbangkan dalam analisis data objek Penilaian 
benlpa tanah antara lain letal<::jlokasi, jenis, luas, bentuk, ukuran, 
kontur, elevasi, clrainase, fasilitas umum, peruntukan area (zoning), 
perizinan, clan/ a tau clokumen legalitas. 

Pasal3 8 

Faktor yang clipertimbangkan clalam analisis data objek Penilaian 
berupa bangunan antara lain tahun selesai clibangun, tahun 
renovasijrestorasi, konstruksi clan material, luas, bentuk, tinggi, 
jumlah lantai, model arsitektur, konclisi bangunan secara umum, 
kualitas konstruksi, sarana pelengkap, be ban pajak, clan/ atau 
penggunaan bangunan. 

Pasal3 9 

Faktor yang clipertimbangkan clalam analisis data objek Penilaian 
selain tanah clan/ atau bangunan an tara lain jenis, fal<:tur 
pembelian, merek, nomor seri, proclusen, kapasitas, tahun 
pembuatan, harga perolehan, clan/ atau konclisi objek Penilaian 
secara umum. 

Pasal 4 0  

( 1) Analisis penggunaan tertinggi clan terbaik clilakukan se bagai 
bahan clalam menclukung proses analisis data objek 
Penilaian berupa tanah atau tanah berikut bangunan. 

(2) Analisis penggunaan tertinggi clan terbaik sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (1) meliputi: 
a. aspek legalitas; 
b. aspek fisik; 
c. aspek keuangan; clan 
cl. aspek procluktivitas maksimal. 

(3 ) Analisis penggunaan tertinggi clan terbaik sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (2) dilakukan secara ringkas. 

f 
Pasal41 . . . . .  

�( 
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Pasal41 

Berdasarkan permohonan atau penugasan, analisis 
penggunaan tertinggi dan terbaik dapat dilakukan secara 
kom prehensif. 

Permohonan atau penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan secara terpisah dari permohonan atau 
penugasan Penilaian. 

Pasal42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
permohonanjpenugasan clan pelaksanaan analisis penggunaan 
tertinggi clan terbaik sebagaimana climaksucl clalam Pasal 40 clan 
Pasal 41 cliatur clengan Peraturan Direktur J enderal. 

Paragraf 7 
Penentuan Penclekatan Penilaian 

Pasal43 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan: 
a. pendekatan data pasar; 
b. pendekatan biaya; dan/ atau 
c. pendekatan penclapatan. 

Pasal44 

( 1) Penclekatan data pasar clilakukan untuk mengestimasi nilai 
objek Penilaian dengan cara mempertimbangkan data 
penjualan clan/ atau data penawaran clari objek pembancling 
sejenis atau pengganti clan data pasar yang terkait melalui 
proses perbanclingan. 

(2) Pendekatan biaya clilakukan untuk mengestimasi nilai objek 
Penilaian clengan cara menghitung seluruh biaya yang 
clikeluarkan untuk membuatjmemperoleh objek Penilaian 
atau penggantinya pacla wal<:tu Penilaian clilakukan kemuclian 
clikurangi clengan penyusutan fisik atau penyusutan telrnis, 
keusangan fungsional, clan/ atau keusangan ekonomis. 

(3) Penclekatan pendapatan dilalmkan untuk mengestimasi nilai 
objek Penilaian clengan cara mempertimbangkan pendapatan 
clan biaya yang berhubungan dengan objek Penilaian 
melalui proses kapitalisasi langsung atau pencliskontoan. 

(1) 

(2) 

Pasal45 

Penilaian clengan menggunakan penclekatan sebagaimana 
climaksucl clalam Pasal 44 clapat menggunakan Pecloman 
Teknis Penilaian yang ditetapkan oleh Direktur J encleral 
atau pejabat yang clitunjuk. 
Peel oman teknis Penilaian se bagaimana climal<::sucl pad a 
ayat (1) hanya clapat cligunalmn oleh Tim Penilai Direktorat 
Jencleral. 

Pasal 46.. . . .  lr � 
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Pasal46 

Penilaian dengan menggunakan pendekatan data pasar 
clilakukan clengan cara: 

a. mengumpulkan data dan informasi yang cliperlukan terkait 
objek Penilaian dan objek pembanding; 

b. membandingkan objek Penilaian clengan objek pembancling 
dengan menggunakan faktor pembancling yang sesuai clan 
melakukan penyesuaian; clan 

c. melakukan pembobotan terhaclap inclikasi nilai clari hasil 
penyesuaian untuk menghasilkan Nilai Pasar. 

Pasal47 

Objek pembancling sebagaimana climaksucl clalam Pasal 46 
huruf a harus mempunyai karakteristik yang sebancling dengan 
objek Penilaian. 

Pasal48 

( 1) Data penjualan dan/ a tau penawaran yang digunakan 
sebagai pembancling dievaluasi dan dianalisis untuk proses 
penyesuaian. 

(2) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan untuk menyesuaikan faktor perbedaan 
objek Penilaian clengan objek pembanding. 

(3) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) 
dilakukan clengan cara menambahkan atau mengurangkan 
clalam persentase atau jumlah clalam satuan mata uang. 

Pasal49 

Faktor perbedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) 
meliputi: 

a. waktu, seperti waldu antara tanggal transaksi objek 
pembanding clengan tanggal Penilaian; 

b. lokasi clan lingkungan, seperti letak, konclisi masyarakat 
sekitar, danjatau jarak ke pusat bisnis/ Central Business 
District (CBD); 

c. sumber informasi harga, yaitu informasi harga objek 
pembanding berupa harga penawaran atau harga jual beli; 

d. karakteristik fisik, seperti bentuk, climensi, elevasi, luas, 
kondisi, umur, clisain, dan/ atau spesifikasi; 

e. peruntukan area (zoning); 

f. aksesibilitas; 
g. fasilitas, seperti ketersecliaan jaringan listrik, jaringan air, 

jaringan telepon, clan fasilitas so sial; clan/ atau 
h. faktor lainnya, disesuaikan dengan karakteristik clari objek 

Penilaian. 

Pasal 50..... /, 
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Pasal 50 

( 1) Besarnya persentase a tau jumlah dalam satuan mata uang 
dari faktor perbedaan sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 49 dijumlahkan seluruhnya untuk memperoleh 
jumlah penyesuaian. 

(2) Jumlah penyesuaian sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) 
digunakan untuk menentukan besarnya indikasi nilai objek 
Penilaian. 

(3) lnclikasi nilai se bagaimana climaksud 
cligunakan untuk menclapatkan Nilai 
menggunakan pembobotan. 

Pasal 51 

pada ayat (2) 
Pasar clengan 

Penilaian clengan menggunakan pendekatan biaya clilakukan 
dengan tahap: 

a. menghitung biaya pembuatan baru atau biaya penggantian 
baru objek Penilaian; 

b. menghitung besarnya penyusutan clan/ atau keusangan 
objek Penilaian; dan 

c. mengurangkan biaya pembuatan baru atau penggantian baru 
dengan penyusutan clan/ atau keusangan objek Penilaian. 

Pasal 52 

(1) Perhitungan biaya pembuatan baru sebagaimana climaksucl 
clalam Pasal 51 huruf a dilakukan dalam hal pacla saat 
pelaksanaan Penilaian, seluruh informasi biaya 
pembuatanjperolehan dan/ atau material objek Penilaian 
clapat cliperoleh eli pasaran. 

(2) Perhitungan biaya penggantian baru sebagaimana 
dimaksucl clalam Pasal 51 huruf a dilakukan dalam hal 
pacla saat pelaksanaan Penilaian, seluruh atau sebagian 
informasi biaya pembuatanjperolehan clanjatau material 
objek Penilaian ticlak clapat cliperoleh eli pasaran. 

Pasal 53 

(1) Penilaian objek Penilaian berupa bangunan clanjatau 
barang bergerak memperhitungkan biaya langsung clan 
biaya ticlak langsung. 

(2) Biaya langsung sebagaimana climaksud pacla ayat (1) 
meliputi tetapi ticlak terbatas pacla biaya material, biaya 
upah, clan/ atau biaya peralatan. 

(3) Biaya tidal<: langsung sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) 
meliputi tetapi tidal< terbatas pacla biaya jasa tenaga ahli, 
pajak, asuransi, clan/ a tau biaya overhead. 

(4) Besaran biaya langsung clan biaya tidal< langsung clapat 
dihitung berdasarkan Pecloman Teknis Penilaian yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 54 . . . . . �� 
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Pasal 54 

Penyusutan dan/ atau keusangan sebagaimana dimaksucl clalam 
Pasal 51 huruf b meliputi: 

a. penyusutan fisik atau penyusutan teknis; 

b. keusangan ekonomis; dan/ atau 
c. keusangan fungsional. 

Pasal 55 

(1) Besaran penyusutan fisik atau penyusutan teknis 
ditentukan clengan cara mengalikan persentase penyusutan 
fisik atau penyusutan teknis clengan biaya 
pembuatanjpenggantian baru objek Penilaian. 

(2) Besaran persentase penyusutan fisik atau penyusutan 
teknis sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) ditentukan oleh 
Tim Penilai Direktorat J enderal berdasarkan tabel 
penyusutan fisik atau penyusutan teknis dan/ a tau formula 
perhitungan penyusutan fisik atau penyusutan teknis yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(3) Tim Penilai Direktorat Jenderal dapat menentukan besaran 
persentase penyusutan fisik atau penyusutan teknis lebih 
besar clari tabel penyusutan fisik atau tabel penyusutan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal 
berdasarkan pengamatan, Tim Penilai Direktorat Jenderal 
meyakini objek Penilaian memiliki penyusutan fisik atau 
penyusutan teknis lebih besar. 

(4) Tim Penilai Direktorat Jenderal dapat menentukan besaran 
persentase penyusutan fisik atau penyusutan teknis lebih 
kecil dari tabel penyusutan fisik atau tabel penyusutan teknis 
sebagaimana climal<:sud pada ayat (2), dalam hal berdasarkan 
pengamatan Tim Penilai Direktorat Jenderal meyalcini objek 
Penilaian memililci konclisi fisik atau teknis lebih baik. 

Pasal 56 

Keusangan ekonomis cliperhitungkan dalam hal terclapat kondisi 
eksternal yang mengurangi nilai objek Penilaian. 

Pasal 57 
Keusangan fungsional diperhitungkan dalam hal terclapat: 

a. perubahan fungsi objek Penilaian; dan/ atau 
b. ketidaksesuaian objek Penilaian dengan standar yang 

berlaku umum. 

Pasal 58 

(1) Keusangan ekonomis sebagaimana climal<:sud dalam Pasal 56 
clan/ atau keusangan fungsional sebagaimana dimaksucl 
dalam Pasal 57 diperhitungkan setelah nilai pembuatan 
baru atau penggantian baru clikurangi dengan penyusutan 
fisik atau penyusutan teknis. 

(2) Be saran . .. .. 
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Be saran keusangan ekonomis clan/ a tau keusangan 
fungsional clitentukan oleh Tim Penilai Direktorat Jencleral 
berclasarkan perhitungan keusangan ekonomis clan 
keusangan fungsional atau tabel keusangan ekonomis clan 
keusangan fungsional yang clitetapkan oleh Direktur Jencleral. 

Pasal 59 

Penilaian clengan menggunakan penclekatan penclapatan 
clilal<:ukan clengan tahapan: 

a. mengestimasi penclapatan kotor efektif per tahun yang 
dihasilkan oleh objek Penilaian; 

b. mengestimasi pendapatan bersih per tahun yang clihasilkan 
oleh objek Penilaian; 

c. menentukan tingkat kapitalisasi clan/ atau tingkat diskonto 
yang sesuai; dan 

d. menghitung nilai kini dari penclapatan bersih sebagaimana 
dimaksud pacla huruf b clengan tingkat kapitalisasi 
clan/ atau tingkat cliskonto sebagaimana climaksucl pacla 
huruf c. 

Pasal60 

Penclapatan kotor efektif per tahun sebagaimana climal<:sucl 
clalam Pasal 59 huruf a diperoleh clengan tahapan: 

a. mengurangkan penclapatan kotor potensial clengan 
kerugian penclapatan tak tertagih clan kerugian karena 
kekosongan; clan 

b. hasil pengurangan sebagaimana climaksucl pacla huruf a 
clitambahkan clengan penclapatan lain. 

Pasal61 

Penclapatan bersih per tahun sebagaimana climal<:sucl clalam 
Pasal 59 huruf b cliperoleh clengan cara mengurangkan 
penclapatan kotor efektif per tahun clengan biaya operasional. 

Pasal62 

Nilai Pasar objek Penilaian clapat cliperoleh dengan cara: 

a. metocle kapitalisasi langsung; atau 
b. metocle arus kas yang clicliskontokan. 

Pasal63 

( 1) Metocle kapitalisasi langsung clilakukan clengan cara 
mengkapitalisasi langsung penclapatan bersih operasi objek 
Penilaian clengan tingkat kapitalisasi tertentu. 

(2) Metocle arus kas yang clidiskontokan clilakukan clengan cara 
mengalikan proyeksi penclapatan bersih operasional objek 
Penilaian clengan faktor cliskonto tertentu. 

Pasal64 . . . . � f 
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Pasa164 

Tim Penilai Direktorat J enderal dapat memilih penclekatan 
yang dianggap paling mencerminkan nilai objek Penilaian. 

Dalam hal digunakan 2 ( dua) atau lebih penclekatan 
Penilaian, Tim Penilai Direktorat Jencleral: 
a. melakukan rekonsiliasi berclasarkan bobot atas 

inclikasi nilai clari penclekatan yang cligunakan; atau 
b. memilih pendekatan yang clianggap paling 

mencerminkan nilai objek Penilaian. 

Bobot atas inclikasi nilai clari masing-masing penclekatan 
sebagaimana climal<:sucl pacla ayat (2) huruf a clitentukan 
berclasarkan pertimbangan profesional penilai. 

Paragraf 8 
Simpulan Nilai 

Pasal6 5  

Hasil perhitungan nilai dengan menggunakan 1 ( satu) 
pendekatan Penilaian atau hasil rekonsiliasi sebagaimana 
climaksucl clalam Pasal 64 ayat (2) huruf a clituangkan clalam 
simpulan nilai. 

Pasa166 

Terhadap Penilaian clalam rangka penjualan melalui Lelang, Tim 
Penilai Direktorat Jenderal menghitung Nilai Pasar dan Nilai 
Likuidasi. 

Pasa167 

(1) Nilai Likuiclasi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 66 
dihitung dengan cara mengurangi Nilai Pasar clengan risiko 
penjualan melalui Lelang. 

(2) Risiko penjualan melalui Lelang sebagaimana climal<:sucl 
pacla ayat ( 1) meliputi: 
a. bea Lelang pembeli; 
b. waldu pembayaran; 
c. cara pembayaran; clan 
d. biaya pengosonganjpenguasaan objek Penilaian. 

Pasa168 

( 1) Besaran risiko sebagaimana climal<:sud clalam Pasal 67 
cliperhitungkan berclasarkan hasil survei Tim Penilai 
Direktorat Jencleral, clengan memperhatikan besaran risiko 
penjualan melalui Lelang sebagaimana tercantum clalam 
Lampiran III yang merupal<:an bagian ticlak terpisahkan clari 
Peraturan Menteri ini. 

(2) Tim Penilai Direktorat Jencleral menetapkan besaran risiko 
se bagaimana dimal<:sucl pad a ayat ( 1) paling ban yak 

30% ( tiga puluh persen) clari Nilai Pasar. 

f Pasal69. . . . .  ( � 
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Pasal69 

(1) Simpulan nilai clicantumkan clalam satuan mata uang 
Rupiah. 

(2) Dalam hal perhitungan nilai menggunakan satuan mata 
uang asing, clilakukan konversi clalam satuan mata uang 
Rupiah clengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 
yang berlaku pacla tanggal Penilaian. 

(3) Simpulan nilai clibulatkan clalam ribuan terclekat. 

Paragraf 9 
Laporan Penilaian 

Pasal 70 

(1) Hasil Penilaian clituangkan clalam laporan Penilaian. 

(2) Laporan Penilaian yang clibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
Jencleral paling seclikit memuat: 

a. uraian objek Penilaian; 
b. tujuan Penilaian; 
c. tanggal survei lapangan; 
d. tanggal Penilaian; 
e. hasil analisis data; 
f. penclekatan Penilaian; clan 
g. simpulan nilai. 

(3) Tanggal Penilaian sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) 
huruf cl aclalah tanggal terakhir pelaksanaan survei 
lapangan atas objek Penilaian. 

Pasal 71 

Laporan Penilaian yang clibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
J encleral clalam rangka: 

a. Penjualan Tanpa Melalui Lelang, penebusan clengan nilai 
permohonan penebusan eli bawah Nilai Pembebanan, clan 
keringanan hutang, mencantumkan Nilai Pasar; 

b. Penjualan melalui Lelang, mencantumkan Nilai Pasar clan 
Nilai Likuiclasi. 

Pasal 72 

Laporan Penilaian clitulis clalam bahasa Indonesia. 

Pasal 73 

( 1) Laporan Penilaian clitanclatangani oleh seluruh anggota Tim 
Penilai Direktorat Jencleral. 

(2) Anggota Tim Penilai Direktorat Jencleral sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (1) bertanggung jawab penuh atas 
Laporan Penilaian. 

(3) Anggota. . . . .  f 
�, 
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(3) Anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal dapat tidak 
menanclatangani Laporan Penilaian, dengan alasan tertulis 
yang clilampirkan dalam Laporan Penilaian. 

(4) Laporan. Penilaian hanya clapat dipergunakan sepanjang 
ditanclatangani oleh paling sedikit 2/3 ( dua per tiga) anggota 
Tim Penilai Direktorat J enderal. 

Pasal 74 

( 1) Laporan Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
Jenderal clari Kantor Pelayanan disampaikan kepacla Kepala 
Kantor Pelayanan. 

(2) Laporan Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
J enderal clari Kantor Pelayanan yang melakukan Penilaian 
berclasarkan permintaan bantuan Penilaian, clisampaikan 
kepacla Kepala Kantor Pelayanan yang meminta bantuan 
Penilaian melalui Kepala Kantor Pelayanan yang 
memberikan bantuan Penilaian. 

(3) Laporan Penilaian yang clibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
Jencleral clari Kantor Wilayah yang melakukan Penilaian 
berclasarkan permintaan bantuan Penilaian disampaikan 
kepacla Kepala Kantor Pelayanan yang meminta bantuan 
Penilaian melalui Kepala Kantor Wilayah yang memberikan 
bantuan Penilaian. 

(4) Laporan Penilaian yang clibuat oleh Penilai Eksternal 
clisampaikan kepacla Direktur Jencleral untuk selanjutnya 
diteruskan kepacla Kepala Kantor Pelayanan. 

Pasal 75 

(1) Laporan Penilaian yang clisampaikan oleh Penyerah Piutang 
dapat digunakan clalam pengurusan Piutang Negara, 
dengan persyaratan: 

a. Penilai Eksternal yang clitunjuk oleh Penyerah Piutang 
tidak mempunyai hubungan kepemilikanj afiliasi 
clengan Penyerah Piutang dan/ atau tidal< memiliki 
kepentingan clengan objek Penilaian; 

b. Laporan Penilaian masih sesuai clengan konclisi barang 
clan konclisi pasar yang ada; clan 

c. Laporan Penilaian masih berlaku. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) 
clinyatalmn oleh Penyerah Piutang dalam surat pernyataan 
bermeterai cukup. 

Pasal 76 

Laporan Penilaian yang clibuat oleh Tim Penilai Direktorat 
J enderal clan Penilai Eksternal berlaku paling lama 6 ( en am) 
bulan terhitung sejalz tanggal Penilaian. 

Pasal 77. . . . .  ( 
�, 



MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 21 -

Pasal 77 

( 1) Kepala Kantor Pelayanan clap at: 
a. memperpendek masa berlal<:u laporan Penilaian kurang 

dari 6 ( enam) bulan; atau 
b. memperpanjang masa berlaku laporan Penilaian sampai 

clengan 6 ( enam) bulan, 
berdasarkan rekomenclasi clari Tim Penilai Direktorat 
J encleral yang sesuai clengan hasil survei lapangan yang 
clibuat clan clisampaikan Tim Penilai Direktorat Jencleral 
kepacla Kepala Kantor Pelayanan. 

(2) Survei lapangan sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) 
cliclasarkan pada aclanya permohonan perpenclekan atau 
perpanjangan masa berlaku laporan Penilaian dari pemohon 
Penilaian. 

(3) Perpendekan masa berlaku sebagaimana climaksucl pacla 
ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal hasil survei 
lapangan Tim Penilai Direktorat Jencleral memperkirakan 
terdapat perubahan nilai paling rendah sebesar 
10% ( sepuluh persen) clan/ atau paling sedikit senilai 
Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah). 

(4) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksucl pacla 
ayat ( 1) huruf b clilal<:ukan clalam hal Tim Penilai Direktorat 
Jenderal memperkirakan: 
a. ticlak terclapat perubahan nilai; atau 
b. terclapat perubahan nilai kurang clari 10% ( sepuluh 

persen) clanjatau kurang clari Rp10.000.000,00 
( sepuluh juta rupiah). 

(5) Perpanjangan masa berlaku laporan penilaian 
sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) huruf b berlaku 
untuk laporan Penilaian objek penilaian berupa selain 
tanah dan/ a tau bangunan. 

Pasal 78 

( 1) Dalam hal laporan Penilaian clibuat oleh Tim Penilai 
Direktorat Jenderal yang melakukan Penilaian berdasarkan 
permintaan bantuan Penilaian, perpenclekan atau 
perpanjangan masa berlaku laporan Penilaian clilal<:ukan 
oleh Kepala Kantor Pelayanan tempat berkas kasus Piutang 
Negara dilakukan pengurusan. 

(2) Perpendekan atau perpanjangan masa berlaku laporan 
Penilaian sebagaimana climaksud pacla ayat (1) clilal<:ukan 
berclasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Direktorat 
Jenderal dari Kantor Pelayanan yang membuat laporan 
Penilaian sesuai dengan hasil survei lapangan. 

(3) Perpendekan atau perpanjangan masa berlaku laporan 
Penilaian yang dibuat oleh Penilai Eksternal dilakukan oleh 
Kepala Kantor Pelayanan berclasarkan rekomenclasi clari 
Penilai Eksternal yang sesuai clengan hasil survei lapangan 
yang dibuat clan clisampaikan Penilai Eksternal kepacla 
Kepala Kantor Pelayanan. 

Pasal 79 . . . .  j'; t 
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Pasal 79 

Perpendekan atau perpanjangan masa berlaku laporan Penilaian 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dituangkan 
dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan. 

Bagian Ketiga 
Bantuan Penilaian 

Pasal 80 

(1) Kantor Pelayanan clapat meminta bantuan tenaga Penilai 
Direktorat Jenderal kepacla Kantor Wilayah dalam hal 
terjadi kekurangan tenaga Penilai Direktorat Jenderal. 

(2) Dalam hal Kantor Wilayah tidak dapat memberikan bantuan 
tenaga Penilai Direktorat Jencleral kepacla Kantor 
Pelayanan, Kantor Wilayah meneruskan permintaan 
bantuan tenaga Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor 
Pelayanan kepada: 

a. Kantor Pelayanan lain dalam wilayah kerja Kantor 
Wilayah; atau 

b. Kantor Pusat. 

Pasa1 81 

( 1) Pem berian ban tuan tenaga Penilai Direktorat J encleral oleh 
Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah atau Kantor Pusat 
merupakan bantuan tenaga penilai perorangan. 

(2) Penilai Direktorat Jenderal yang memberikan bantuan 
tenaga secara perorangan tidak boleh menjadi ketua Tim 
Penilai Direktorat Jenderal. 

Pasal 82 

(1) Dalam hal mengalami kesulitan teknis, Kantor Pelayanan 
dapat meminta bantuan teknis Penilaian kepada Kantor 
Wilayah. 

(2) Dalam hal Kantor Wilayah ticlak clapat memberikan bantuan 
teknis, Kantor Wilayah meneruskan permintaan bantuan 
teknis dari Kantor Pelayanan kepacla Kantor Pusat. 

(3) Bantuan teknis clari Kantor Pusat clapat melibatkan tenaga 
ahli eli biclangnya. 

Bagian Keempat 
Stanclar Penilaian 

Pasal 83 

(1) Pelaksanaan Penilaian dilakukan clengan berpecloman pacla 
prinsip Penilaian yang berlaku umum. 

(2) Dikecualikan. . ... ( 
A' 
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana climaksucl pacla 
ayat (1), pelaksanaan Penilaian eli luar negeri clilakukan 
dengan berpedoman pacla prinsip Penilaian yang berlaku 
umum dengan memperhatikan stanclar Penilaian eli negara 
setempat, sepanjang stanclar tersebut berpecloman pacla 
standar Penilaian internasional. 

BAB V 

BASIS DATA PENILAIAN 

Pasa1 84 

(1 )  Kepala Kantor Pelayanan membentuk Basis Data Penilaian 
Barang J aminan clan/ a tau Harta Kekayaan Lain. 

(2) Pembentukan Basis Data cliclasarkan pacla data clan 
informasi clari sumber yang kompeten clan clikelola secara 
profesional untuk menclukung tugas pokok Penilaian. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 85 

Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a.  Penilaian yang telah selesai clilaksanakan clinyatakan tetap 
sah; dan 

b.  Penilaian yang masih belum selesai clilaksanakan tetap 
clapat dilanjutkan pelaksanaannya, clengan ketentuan 
proses yang belum clilakukan selanjutnya mengikuti 
ketentuan sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri ini . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 86 

Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 180/ PMK.06/2009 tentang Penilaian 
Barang Jaminan Dan/ Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka 
Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang 
Negara/ Direktorat Jencleral Kekayaan Negara, clicabut clan 
clinyatakan ticlak berlaku. 

Pasal 87 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal cliunclangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tangg� 2 S e p t e m b e r  2 0 1 4  

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 S e p t e m b e r  2 0 1 4  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUB LIK INDONESIA, 

ttcl . 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 014 NOMOR 1 2 3 8 



LAMPIRA N  I 

PERATURAN M E NTER! KEUANGAN REPUBL!K I N D O N ES I A  
N O M O R  1 8 5 / PMK . 0 6 / 2 0 1 4 
TENTA N G  PENILAIAN B ARAN G  JAMINAN DAN/ ATAU 
HARTA K EKAYAAN LAIN DALAM RANGI<A PENGURUSAN 
PIUTANG N EGARA OLEH PANITIA URUSAN PI UTANG 
NEGARA/ D I R E KTORAT J E N D E RA L  KEI<AYAAN NEGARA. 

MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

. . . . .  (1) . . . . . .  

B ERITA ACARA SURVEI LAPANGAN 

NOM OR: BASL- . . .  (2) . . .  I . . .  (3) . . .  I . . . (4) . . .  

Pada hari . . . (5) . . . tanggal . . .  (6) . . .  , Tim Penilai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara dari . . . (7) . . . sesuai surat tugas Nomor: . . . (8) . . .  tanggal . . . (9) . . . 

telah melakukan survei lapangan atas barang j aminan hutang kepacla negara c . q  . 
. . .  (1 0) . . .  atas nama Penanggung Hutangi Penj amin Hutang . . . (1 1)  . . .  berupa . . . (12) 
. . .  terletak eli . . . (1 3) . . .  , clengan hasil sebagai berikut: 

1 .  
2 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Berita Acara ini clibuat dengan sebenarnya. 

Tim Penilai : 

1 .  

Nama 

NIP 

2. 

Nama 

NIP 

3. 

Nama 

NIP 

. . . . .  (1 5) . . . . . .  

Mengetahui : 

1 . 

. .  . . .  (1 6) . . . . . .  

Nama 

Jabatan 

2. 

Nama 

Jabatan 

3. 

Nama 

Jabatan 

Keterangan . . . . .  
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Keterangan : 

( 1 ) Diisi kop Kantor Pelayanan . 

- 2 -

(2 ) Diisi nomor urut berita acara survei lapangan. 

(3 ) Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan . 

(4 ) Diisi tahun survei lapangan dilaksanakan . 

(5 ) Diisi nama hari saat survei atas objek Penilaian dilakukan . Apabila survei 
dilaksanakan lebih dari 1 ( satu) hari , agar dicantumkan nama hari survei 
dimulai dan nama hari survei diakhiri, dengan diberikan kalimat 
sambung sampai dengan ( . . .  sampai dengan . . .  ) . 

(6 ) D iisi  tanggal , bulan , dan tahun saat survei atas objek Penilaian 
dilakukan . Apabila survei dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari, agar 
dicantumkan tanggal survei dimulai dan tanggal survei diakhiri , dengan 
diberikan kalimat sambung sampai dengan ( . . .  sampai dengan . . .  ) . 

(7 ) Diisi nama Kantor Pelayanan . 

(8 ) Diisi nomor surat tugas . 

(9 ) Diisi tanggal surat tugas . 

( 1 0 ) Diisi nama Penyerah Piutang. 

( 1 1 )  Diisi nama Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang. 

( 1 2 ) Diisi uraian singkat objek Penilaian. 

( 1 3 ) Diisi lokasi o bj ek Penilaian berada. 

( 1 4 ) Diisi uraian hasil surve1 lapangan. Dalam hal Penilaian dalam rangka 
penj ualan melalui lelang, diuraikan juga faktor risiko penjualan melalui 
lelang. 

( 1 5 ) D iisi  tanda tangan, nama, dan NIP anggota Tim Penilai Direktorat 
J enderal yang melaksanakan survei lapangan . 

( 1 6) Diisi tanda tangan, nama, dan j abatan saksi yang mengetahui 
pelaksanaan survei lapangan . 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 



LAMPIRAN I I  

PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ES I A  
N O M O R  1 8 5 / PMK . 0 6 / 2 0 1 4 
TENTANG PENILAIAN BARANG JAMI NAN DAN / ATAU 
HARTA K E KAYAAN LAI N  DALAM RANGKA PENGURUSAN 
PIUTANG N EGARA OLEH PANITIA U R USAN PI UTA N G  
NEGARA/ DIREKTO RAT .J E N D ERAL KEKAYAAN N EGARA. 

MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

. . . . .  (1) . . . . . .  

BERITA ACARA TIDAK DAPAT MELAKUKAN 
SURVEI LAPANGAN 

NOMOR: BATSL- . . .  (2) . . .  I . . .  (3) . . . I . . .  (4) . . .  

Pada hari . . .  (5) . . .  tanggal . . .  (6) . . .  , Tim Penilai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara dari . . . (7) . . . sesuai surat tugas Nomor: . . .  (8) . . .  tanggal . . .  (9) . . . 
dengan ini menyatakan bahwa kami tidak dapat melakukan survei lapangan atas 
barang j aminan hutang kepada negara c .q  . . . .  (1 0) . . . atas nama Penanggung 
Hutangi Penj amin Hutang . . .  (1 1) . . .  berupa . . .  (1 2) . . .  terletak di . . .  (1 3) . . .  , karena: 

1 .  

2 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tim Penilai : 

1 .  

Nama 

NIP 

2. 

Nama 

NIP 

3. 

Nama 

NIP 

. . . . .  (1 5) . . . . . .  

Mengetahui : 

1 . 

. . . . .  (1 6) . . . . . .  

Nama 

Jabatan 

2. 

Nama 

Jabatan 

3. 

Nama 

Jabatan 

Keterangan . . . . .  

�- f 
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Keterangan : 

( 1 ) Diisi kop Kantor Pelayanan . 

- 2 -

(2 ) Diisi nomor urut berita acara survei lapangan . 

(3 ) Diisi kode tata persuratan yang berlaku di Kantor Pelayanan . 

(4 ) Diisi tahun survei lapangan dilaksanakan . 

(5 ) Diisi nama hari saat berita acara dibuat . 

(6 )  Diisi  tanggal , bulan dan tahun saat berita acara dibuat . 

(7 )  Diisi nama Kantor Pelayanan . 

(8 )  D iisi nomor surat tugas . 

(9 ) Diisi tanggal surat tugas . 

( 1 0 ) Diisi nama Penyerah Piutang. 

( 1 1 ) Diisi nama Penanggung Hutang/ Penj amin Hutang .  

( 1 2 ) Diisi uraian singkat obj ek Penilaian . 

( 1 3 ) Diisi lokasi o bj ek Penilaian berada. 

( 1 4 ) Diisi penyebab tidak dapat dilaksanakannya survei lapangan . 

( 1 5 ) Diisi  tanda tangan, nama, dan NIP anggota Tim Penilai Direktorat 
J enderal yang melaksanakan survei lapangan . 

( 1 6 ) Diisi tanda tangan, nama, dan j abatan saksi yang mengetahui 
pelaksanaan survei lapangan . 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

I 



JENIS RISIKO 

( 1 ) 

Risiko penj ualan 
melalui Lelang 

MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK I N DO N E S I A  

LAMPIRAN I I I  

PERATU RAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K  I N D O N E S I A  
NOMOR 1 8  5 I PMK • 0 6 I 2 0 1 4 
TENTANG P E N I LAIAN BARANG JAMINAN DAN/ ATAU 

HARTA KEKAYAAN LAJ N DALAM RAN GKA PENGURUSAN 

PI UTANG N EGARA OLEH PANITIA URUSAN PI UTANG 
NEGARA/ D I R E KTORAT J EN D ERAL KEKAYAAN N E GARA. 

B ESARAN RISIKO PENJUALAN MELALUI LELANG 

PERKIRAAN BESARAN RI SIKO 

(2 ) (3 ) 

- Be a Lelang Pem beli 2% (dua persen) 

- Waktu pembayaran 5% (lima persen) 

- Cara pembayaran 5% (lima persen) 

- Pengosongan / penguasaan paling tinggi 1 8% ( delapan 
o bj ek Penilaian belas persen) 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd . 

MUHAMAD CHATIB BASRI 

fr 


